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ABSTRAK 

 

 

Penilitian ini tujuannya adalah untuk menganalisis pertimbangan huku Mahkamah 

Konstisusi pada Putusan Nomor 96/PUU-XXIII/2025 serta implikasi hukumnya terhadap 

kepastian hukum melalui mekanisme judicial review. Perkara yang dimohonkan dalam 

permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk 

Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya 

berkaitan dengan Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (2) yang mewajibkan pemberlakuan sertifikasi 

halal pada praduk yang beredar di Indonesia. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya 

menyatakan permohonan bahwa para pemohon tidak dapat diterima karena permohonan 

tersebut dinilai tidak memenuh syarat kejelasan permohonan sebagaimana diatur dalam 

hukum acara Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis normatif dengan pendekatan perandang-undangan (Statute Approach) dan kasus 

(Casus Approach). Bahan hukum yang digunakan antara lain, bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier bahan hukum ini diperoleh melalui studi 

kepustakaan dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Teori-Teori yang digunakan adalah 

teori hierarki, teori kepentingan, teori kepastian hukum, serta obscuur libel untuk 

melakukan menganalisis. Temuannya adalah Mahkamah Konstitusi menilai permohonan 

yang diajukan oleh para pemohon tidak disusun secara jelas dan sistematis, khususnya 

mengenai hubungan anatara posita dan petitum, sehingga hal tersebut digolongkan sebagai 

permohonan yang bersifat obscuur libel. Oleh karena itu, Mahkamah tidak melakukan 

pemeriksaan terhadap substansi yang dimohonkan serta menyatakan permohonan para 

pemohon tidak dapat diterima. Putusan ini menekankan bahwa pemenuhan syarat formil 

sebagaimana telah ditetapkan dalam hukum acara adalah merupakan suatu patokan penting 

dalam pengujian undang-undang serta implikasi pada pentingnya kepastian hukum dalam 

praktik peradilan di Indonesia khususnya peradilan konstitusi. 

 

Kata Kunci: Pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi, obscuur libel, kepastian 

hukum . 
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ABSTRACT 

 

 

This study aims to analyze the legal considerations of the Constitutional Court in Decision 

Number 96/PUU-XXIII/2025 and its legal implications for legal certainty through the judicial 

review mechanism. The case submitted concerns a petition for judicial review of Law Number 

33 of 2014 on Halal Product Assurance against the 1945 Constitution of the Republic of 

Indonesia, particularly relating to Article 4 and Article 26 paragraph (2), which mandate the 

implementation of halal certification for products circulating in Indonesia. In its decision, the 

Constitutional Court declared that the petition was inadmissible on the grounds that it did not 

meet the requirement of clarity as stipulated in the procedural law of the Constitutional Court. 

The method used in this study is normative juridical, employing a statutory approach and a 

case approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials, 

which were obtained through library research and analyzed qualitatively. The theories applied 

include hierarchy theory, interest theory, legal certainty theory, and the doctrine of obscuur libel 

for analytical purposes. The findings indicate that the Constitutional Court considered the 

petition submitted by the applicants to be unclear and unsystematically structured, particularly 

regarding the relationship between the posita and petitum, thereby classifying it as an obscuur 

libel petition. Consequently, the Court did not examine the substance of the petition and 

declared it inadmissible. This decision emphasizes that fulfilling formal requirements, as 

stipulated in procedural law, constitutes an essential benchmark in judicial review, and 

highlights the importance of legal certainty in judicial practice in Indonesia, particularly in 

constitutional adjudication. 

 

Keywords: Judicial review, Constitutional Court, obscuur libel, legal certainty. 
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